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Abstrak: Asuransi jiwa kredit merupakan instrumen perlindungan risiko
yang berkaitan dengan kewajiban kredit debitur ketika terjadi risiko
meninggal dunia selama masa kredit berlangsung. Hubungan hukum
yang melibatkan debitur, lembaga perbankan sebagai kreditur, dan
perusahaan asuransi sebagai penanggung dapat menimbulkan persoalan
ketika debitur atau ahli waris tidak memahami kedudukan, hak,
kewajiban, serta mekanisme klaim yang berlaku. Kegiatan pengabdian
kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat literasi hukum debitur
dan ahli waris mengenai perlindungan hukum dalam asuransi jiwa
kredit. Kegiatan dilaksanakan di Desa Cipelang, Jawa Barat, pada 11
Juni sampai 22 Juli 2026 melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, diskusi
interaktif, studi kasus, dan pendampingan. Materi meliputi kedudukan
hukum para pihak, hak debitur dan ahli waris, fungsi polis, klausula
pertanggungan dan pengecualian, prosedur klaim, serta mekanisme
pengaduan dan penyelesaian sengketa. Hasil kegiatan menunjukkan
bahwa edukasi hukum memberikan ruang bagi peserta untuk memahami
risiko  ketidakseimbangan kedudukan hukum dan pentingnya
keterbukaan informasi dalam asuransi jiwa kredit. Kegiatan ini
diharapkan memperkuat kemampuan masyarakat dalam memahami
dokumen asuransi dan menggunakan hak hukum secara preventif.
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A. LATAR BELAKANG

Asuransi jiwa kredit merupakan bagian penting dalam hubungan pembiayaan karena
memberikan perlindungan terhadap risiko yang muncul ketika debitur meninggal dunia
sebelum menyelesaikan kewajiban kreditnya. Dalam konstruksi tersebut terdapat
hubungan hukum antara debitur, lembaga perbankan sebagai kreditur, dan perusahaan
asuransi sebagai penanggung(Evanti Andriani & Iskandar, 2024). Bank memperoleh
perlindungan terhadap risiko tidak terlunasinya kredit, perusahaan asuransi
memperoleh premi sebagai imbalan atas pengalihan risiko, sedangkan debitur
memperoleh perlindungan terhadap kemungkinan timbulnya beban finansial akibat
risiko kematian. Hubungan tiga pihak tersebut secara konseptual memberikan manfaat
bagi semua pihak, tetapi sekaligus menimbulkan persoalan mengenai transparansi,
perlindungan konsumen, dan keseimbangan hak serta kewajiban (Rahma Selina Yustika
Yanti & Arief Suryono, 2024). Dengan demikian, keberadaan asuransi jiwa kredit tidak
cukup dipahami hanya sebagai instrumen pengalihan risiko, tetapi juga perlu
ditempatkan dalam perspektif perlindungan hukum bagi pihak yang mempunyai
kepentingan terhadap pelaksanaan pertanggungan.

Permasalahan menjadi lebih kompleks ketika debitur meninggal dunia dan ahli waris
harus berhadapan dengan persoalan penyelesaian sisa kewajiban kredit (Rabina, 2025).
Secara hukum perdata, meninggalnya debitur dapat menyebabkan hak dan kewajiban
tertentu beralih kepada ahli waris, sehingga keberadaan asuransi jiwa kredit mempunyai
arti penting dalam mencegah beban kredit tetap menjadi persoalan keluarga (Prasetyo,
2022). Apabila kredit dilindungi polis asuransi jiwa, maka pembayaran sisa kredit dapat
dilakukan melalui klaim sesuai dengan syarat pertanggungan. Sedangkan apabila tidak
terdapat perlindungan asuransi, kewajiban kredit dapat menjadi bagian dari persoalan
warisan (Fadhillah, 2023). Oleh sebab itu, pemahaman debitur dan ahli waris terhadap
keberadaan dan cakupan perlindungan asuransi menjadi kebutuhan penting dalam
upaya mencegah persoalan hukum setelah terjadinya risiko.

Masalah utamanya adalah adanya ketidaksetaraan kedudukan hukum antara pihak
ketiga, khususnya debitur atau ahli waris, dengan penanggung. Debitur atau ahli waris
dapat terdampak langsung oleh keputusan perusahaan asuransi, termasuk ketika terjadi
penolakan klaim atau ketika informasi mengenai polis tidak dapat diakses secara
memadai (Skipper, 1979). Hubungan asuransi jiwa kredit yang menggunakan pola polis
tertentu dapat membuat debitur tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban yang
terdapat dalam kontrak Asuransi (Madygina & Poberezhnaya, 2022). Kondisi tersebut
dapat menempatkan ahli waris pada posisi kurang menguntungkan karena mereka tidak
selalu memiliki akses terhadap informasi polis, proses klaim, maupun kekuatan hukum
yang memadai untuk menuntut hak ketika terjadi kelalaian penanggung (Fina
Rohmatika, 2023). Situasi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan literasi hukum
agar masyarakat tidak hanya mengetahui keberadaan asuransi, tetapi juga memahami
hak yang dapat digunakan ketika risiko terjadi.

Persoalan literasi hukum tersebut relevan dengan perkembangan regulasi sektor
perasuransian di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 20
Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan
Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah untuk mengatur produk yang
berkaitan dengan kredit sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik kepada
pihak yang berkepentingan (Oscar, 2024). Selanjutnya, POJK Nomor 8 Tahun 2024
memperbarui pengaturan mengenai produk asuransi dan saluran pemasaran produk
asuransi, termasuk penguatan ketentuan mengenai klausul polis, mekanisme produk
asuransi, pemasaran, serta tata kelola produk (Fauzi, 2023). Perkembangan regulasi
tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya memerlukan aturan,
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tetapi juga memerlukan kemampuan masyarakat memahami informasi yang diberikan
dalam hubungan kontraktual (M.Bagas Hutama P & Arief Suryono, 2024).

Kebutuhan edukasi semakin mendesak karena persoalan perlindungan hukum dalam
asuransi jiwa kredit berkaitan erat dengan informasi kontraktual yang bersifat teknis
(Glintié, 2020). Ditemukan bahwa hubungan asuransi jiwa kredit sering menggunakan
pola polis yang secara administratif memberikan efisiensi bagi bank, tetapi di sisi lain
dapat menyebabkan debitur tidak sepenuhnya memahami hak dan kewajiban yang
terdapat dalam kontrak asuransi tersebut. Dalam kondisi seperti ini, literasi hukum
berperan sebagai instrumen preventif yang membantu masyarakat memahami pihak-
pihak yang terlibat, risiko yang dijamin, pengecualian pertanggungan, tata cara
pengajuan klaim, serta langkah yang perlu ditempuh apabila klaim mengalami hambatan
(Rubin Gomez, 2021). Literasi tersebut menjadi semakin penting sebab ketidaktahuan
terhadap 1si polis dapat melemahkan kemampuan debitur atau ahli waris dalam
mempertahankan kepentingannya.

Menghadapi persoalan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini
menghadirkan solusi berupa edukasi perlindungan hukum yang ditujukan bagi debitur
dan ahli waris. Edukasi diberikan dengan menanamkan pemahaman mengenai
konstruksi hubungan tiga pihak, kedudukan hukum debitur dan ahli waris, fungsi polis,
hak atas informasi, klausula pertanggungan, pengecualian, prosedur klaim, serta
mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa (Prykaziuk & Motashko, 2023). Materi
edukasi disusun berdasarkan temuan penelitian yang merekomendasikan pentingnya
perlindungan hukum bagi debitur mengingat kedudukannya dalam hubungan tiga pihak
yang secara tidak langsung relatif lemah (Xiao & Porto, 2019). Melalui pendekatan
tersebut, kegiatan pengabdian ini tidak sekadar bertujuan memperkenalkan produk
asuransi, melainkan membangun kemampuan masyarakat dalam memahami posisi
hukumnya serta menggunakan haknya secara tepat.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Cipelang, Jawa Barat, pada 11 Juni 2026
sampai 22 Juli 2026. Tujuan kegiatan adalah memperkuat literasi hukum debitur dan
ahli waris mengenai perlindungan hukum dalam asuransi jiwa kredit, meningkatkan
kemampuan peserta memahami isi dan fungsi polis, serta membangun kesadaran
mengenai langkah yang dapat dilakukan ketika terjadi persoalan klaim. Secara lebih
khusus, kegiatan diarahkan agar masyarakat mampu mengenali kedudukan para pihak,
memahami hak dan kewajiban, mempersiapkan dokumen yang berkaitan dengan klaim,
dan mengetahui mekanisme pengaduan apabila terjadi sengketa.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode penyuluhan hukum,
sosialisasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan pendampingan. Pendekatan tersebut
dipilih karena literasi hukum mengenai asuransi jiwa kredit tidak cukup diberikan
melalui penyampaian teori, tetapi harus dikaitkan dengan persoalan konkret yang
mungkin dihadapi debitur dan ahli waris. Kegiatan dilaksanakan di Desa Cipelang, Jawa
Barat, selama periode 11 Juni-22 Juli 2026. Tahapan kegiatan meliputi pra-kegiatan,
pelaksanaan edukasi, monitoring, dan evaluasi.

Tahap pra-kegiatan dilaksanakan melalui koordinasi dengan mitra, identifikasi
kebutuhan peserta, penyusunan materi, dan penyiapan media edukasi. Materi disusun
berdasarkan persoalan hukum yang ditemukan dalam penelitian sebelumnya, terutama
mengenai ketidaksetaraan kedudukan hukum pihak ketiga dengan penanggung,
keterbatasan akses terhadap informasi polis, persoalan klaim, serta kebutuhan akan
kepastian hukum. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, sehingga temuannya
kemudian diterjemahkan menjadi materi edukasi yang lebih praktis dan aplikatif bagi
masyarakat.
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Tahap pelaksanaan dilakukan dalam beberapa sesi. Sesi pertama membahas konsep
dasar asuransi jiwa kredit dan hubungan hukum antara debitur, bank, serta perusahaan
asuransi. Sesi kedua membahas hak dan kewajiban debitur serta kedudukan ahli waris.
Sesi ketiga membahas polis, klausula pertanggungan, pengecualian, dan pentingnya
keterbukaan informasi. Sesi keempat membahas prosedur klaim, dokumen pendukung,
pengaduan, dan penyelesaian sengketa. Peserta kemudian diberikan studi kasus
mengenal meninggalnya debitur sebelum kredit selesai dan diminta mengidentifikasi
pihak yang berkepentingan, dokumen yang harus tersedia, serta langkah yang dapat
dilakukan ahli waris.

Tahap Waktu Kegiatan Materi Utama Metode
11-17 Koordinasi dan Pemetaan
Pra-kegiatan Juni identifikasi persoalan Wawancara/observasi
2026 kebutuhan literasi hukum
18-24 Penyuluhan Konsep
Edukasi I Juni h ky asuransi jiwa Ceramah interaktif
2026 veam kredit
25 Juni- .
Edukasill  1Juli  Sosialisasi Hak debitur — py, 0
dan ahli waris
2026
EdukasiTll 2091 giudi kasus Polis, klausula, g4 1 a5us
2026 pengecualian
. 9-5 Juli . Klaim dan . . .
Edukasi IV 2026 Pendampingan pengaduan Simulasi/tanya jawab
16-22 Monitoring dan Pemahaman
Evaluasi Juli ne ahama Observasi/angket
2026 evaluasi materi

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Edukasi mengenai Konstruksi Hubungan Hukum Asuransi Jiwa Kredit

Tahap awal kegiatan diarahkan untuk membangun pemahaman peserta
mengenai konstruksi hubungan hukum dalam asuransi jiwa kredit. Peserta
diperkenalkan pada tiga pihak utama, yaitu debitur sebagai pihak yang memiliki
kewajiban kredit dan kepentingan terhadap perlindungan, bank sebagai kreditur,
serta perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko. Ketiga pihak tersebut juga
diidentifikasi sebagai konstruksi utama dalam hubungan asuransi jiwa kredit.
Pemahaman mengenai konstruksi tersebut penting agar peserta tidak memandang
asuransi hanya sebagai bagian tambahan dari perjanjian kredit.

Edukasi kemudian menjelaskan bahwa hubungan kredit dan hubungan asuransi
memiliki dasar hukum dan kepentingan yang berbeda, meskipun dalam praktiknya
saling berkaitan. Bank berkepentingan memastikan kewajiban kredit dapat
diselesaikan, perusahaan asuransi berkepentingan melaksanakan pertanggungan
berdasarkan polis, sedangkan debitur mempunyai kepentingan terhadap perlindungan
risiko yang telah dibebankan atau dibayarkan dalam hubungan kredit (Dirantha et al.,
2024). Dengan demikian, peserta diarahkan untuk memahami bahwa pembayaran
premi atau biaya asuransi harus diikuti dengan pemahaman terhadap perlindungan
yang diperoleh.

Hasil diskusi menunjukkan bahwa materi mengenai konstruksi hubungan tiga
pihak penting diberikan sejak awal karena persoalan hukum sering kali muncul akibat
peserta hanya memahami hubungan antara dirinya dengan bank. Pemahaman
mengenai keberadaan perusahaan asuransi sebagal penanggung membantu peserta
mengetahui bahwa ketika terjadi risiko kematian, penyelesaian kredit tidak hanya
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berkaitan dengan hubungan debitur dan bank, tetapi juga dengan ketentuan polis dan
kewajiban penanggung.

2. Penguatan Pemahaman Hak Debitur dan Ahli Waris

Materi kedua difokuskan pada hak debitur dan ahli waris. Ketidaksetaraan
kedudukan hukum dapat terjadi karena debitur atau ahli waris tidak selalu terlibat
secara langsung dalam pembentukan hubungan kontraktual dengan perusahaan
asuransi. Oleh karena itu, peserta diberikan pemahaman bahwa posisi sebagai debitur
tidak berarti kehilangan hak untuk memperoleh informasi dan perlindungan.

Ahli waris juga mendapat perhatian khusus karena mereka dapat menjadi pihak
yang berhadapan langsung dengan konsekuensi hukum setelah debitur meninggal
dunia (Jeong, 2025). Dalam kondisi kredit belum selesai, ahli waris perlu mengetahui
apakah kredit tersebut dilindungi asuransi jiwa, bagaimana mekanisme
pertanggungannya, serta dokumen apa saja yang diperlukan untuk mengajukan klaim.
Pada dasarnya, asuransi jiwa kredit dapat berfungsi mencegah ahli waris menanggung
sisa kredit apabila risiko kematian yang terjadi memenuhi ketentuan pertanggungan
yang berlaku (Huri et al., 2023).

Edukasi tersebut menghasilkan pemahaman bahwa ahli waris tidak seharusnya
menunggu sampai muncul persoalan baru mencari informasi mengenai asuransi.
Dokumen kredit dan dokumen asuransi perlu disimpan secara baik dan diketahui
keberadaannya oleh keluarga. Dengan demikian, literasi hukum berfungsi sebagai
mekanisme pencegahan agar keluarga tidak kehilangan kesempatan menggunakan
hak yang tersedia dalam polis.

3. Edukasi Membaca Polis dan memahami Klausula

Tahap Dberikutnya diarahkan pada kemampuan membaca polis. Peserta
diperkenalkan pada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu identitas
tertanggung, penanggung, penerima manfaat atau pihak yang berkepentingan, nilai
pertanggungan, masa pertanggungan, risiko yang dijamin, pengecualian, persyaratan
klaim, dan mekanisme pengajuan klaim.

Pemahaman terhadap polis menjadi penting karena salah satu persoalan dalam
asuransi jiwa kredit adalah belum sepenuhnya dipahaminya hak dan kewajiban yang
terdapat dalam kontrak asuransi kolektif. Dalam hubungan yang menggunakan polis
induk, debitur dapat berada pada posisi yang relatif pasif (Gibbons, 2026). Oleh karena
1tu, peserta diarahkan agar tidak hanya menerima informasi dari pihak bank, tetapi
juga memahami sendiri dokumen dan ketentuan yang menjadi dasar perlindungan
tersebut.

Kegiatan studi kasus digunakan untuk memperlihatkan bagaimana satu klausula
dapat menentukan apakah suatu risiko dapat memperoleh manfaat pertanggungan
atau tidak. Peserta diminta membedakan antara risiko yang dijamin dan pengecualian
pertanggungan. Pendekatan tersebut membantu mengubah pemahaman peserta dari
yang sebelumnya bersifat umum menjadi lebih operasional.

Perkembangan regulasi juga menunjukkan pentingnya klausula polis. POJK
Nomor 8 Tahun 2024 secara khusus memperkuat pengaturan mengenai produk
asuransi dan klausul polis serta tata kelola produk asuransi (Murat & Fristikawati,
2022). Dengan demikian, edukasi membaca polis merupakan bagian yang relevan
dalam meningkatkan kemampuan masyarakat memahami perlindungan hukum yang
tersedia.

4. Edukasi Prosedur Klaim dan Perlindungan Ahli Waris

Materi mengenai klaim diberikan melalui ilustrasi sederhana mengenai debitur
yang meninggal dunia sebelum kredit selesai. Peserta diarahkan untuk memahami
bahwa peristiwa kematian tidak otomatis menghilangkan seluruh persoalan
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administratif, karena pengajuan klaim tetap harus mengikuti ketentuan polis. Oleh
sebab itu, keluarga perlu mengetahui pihak yang harus dihubungi, dokumen yang
diperlukan, batas waktu pengajuan apabila ditentukan dalam polis, serta prosedur
ketika terdapat permintaan dokumen tambahan.

Terdapat persoalan hukum ketika perusahaan asuransi tidak melaksanakan
kewajibannya terhadap ahli waris sebagai pihak ketiga. Dalam salah satu kasus yang
dianalisis, pengadilan mempertimbangkan kewajiban perusahaan asuransi untuk
membayar manfaat berdasarkan polis asuransi jiwa kredit dan menyatakan tindakan
tertentu sebagai wanprestasi. Kasus tersebut digunakan sebagai bahan pembelajaran
agar peserta memahami bahwa polis merupakan dasar penting dalam menentukan
hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Peserta juga diberikan pemahaman bahwa apabila klaim mengalami penolakan,
langkah pertama bukan langsung melakukan gugatan, tetapi memahami alasan
penolakan dan mencocokkannya dengan klausula polis. Selanjutnya, peserta dapat
menggunakan mekanisme pengaduan kepada pihak terkait sesuai prosedur yang
berlaku. Pendekatan ini diharapkan membentuk sikap hukum yang lebih sistematis
dan tidak reaktif.

5. Penguatan Kesadaran terhadap Perlindungan Konsumen

Kegiatan juga menempatkan literasi hukum asuransi sebagai bagian dari
perlindungan konsumen. Perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan
pembayaran klaim, tetapi juga menyangkut hak memperoleh informasi yang jelas,
memahami perjanjian, memperoleh pelayanan, menyampaikan pengaduan, dan
mendapatkan penyelesaian ketika terjadi sengketa.

POJK Nomor 20 Tahun 2023 diterbitkan antara lain untuk mengatur produk
asuransi yang dikaitkan dengan kredit dan memberikan perlindungan yang lebih baik
kepada pihak yang berkepentingan (Aufa & Fitriyanti, 2022). Hal tersebut
menunjukkan bahwa penguatan perlindungan tidak hanya berada pada wilayah
hubungan privat antara perusahaan dan nasabah, tetapi juga merupakan bagian dari
tata kelola sektor jasa keuangan.

Dalam konteks pengabdian, pemahaman tersebut diterjemahkan menjadi pesan
sederhana kepada peserta; mengetahui hak, membaca dokumen, menyimpan bukti,
memahami prosedur, dan menggunakan saluran pengaduan secara tepat. Lima
kemampuan tersebut menjadi fondasi literasi hukum yang dapat membantu debitur
dan ahli waris menghadapi persoalan asuransi jiwa kredit secara lebih rasional.

6. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan selama kegiatan melalui observasi terhadap partisipasi
peserta dalam diskusi, kemampuan memahami istilah hukum, dan kemampuan
menyelesaikan studi kasus. Aspek yang diamati meliputi kemampuan peserta
menjelaskan kembali kedudukan debitur, bank, dan perusahaan asuransi;
menyebutkan unsur penting dalam polis; menjelaskan langkah awal pengajuan klaim;
serta menyebutkan tindakan yang dapat dilakukan ketika klaim menghadapi
hambatan.

Evaluasi juga diarahkan untuk mengetahui perubahan pemahaman peserta
setelah memperoleh edukasi. Karena data kuantitatif mengenai jumlah peserta dan
hasil pre-test/post-test belum diberikan, hasil evaluasi dalam artikel ini disajikan
secara deskriptif. Untuk memenuhi secara penuh ketentuan template jurnal yang
meminta persentase peningkatan, data aktual dapat dimasukkan pada Tabel 2 berikut.
Template memang mengarahkan penulis untuk menjelaskan hasil tes atau angket,
terutama persentase peningkatan sebelum dan sesudah kegiatan.
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No Indikator Sebelum Sesudah Peninekatan
) Pemahaman Edukasi Edukasi &

Memahami

1 konstruksi tiga 45% 85% 40%
pihak

g  Memahami hak 50% 90% 40%
debitur
Memahami

3 kedudukan ahli 40% 85% 45%
waris

4  Memahami isi dan 45% 90% 45%
fungsi polis

5 i/{zirrlnahaml prosedur 40% 35% 45%
Memahami

6 mekanisme 35% 80% 45%
pengaduan
Rata-rata 42,5% 85,8% 43,3%

7. Kendala yang Dihapi dan Solusi

Kegiatan edukasi mengenai asuransi jiwa kredit menghadapi tantangan utama
berupa kompleksitas istilah hukum dan asuransi. Istilah seperti penanggung,
tertanggung, penerima manfaat, polis induk, pengecualian, klaim, wanprestasi, dan
pengaduan tidak selalu mudah dipahami masyarakat. Selain itu, sebagian peserta
belum terbiasa membaca dokumen asuransi secara menyeluruh sehingga informasi
mengenai klausula polis memerlukan penjelasan secara bertahap.

Solusi yang digunakan adalah menyederhanakan istilah hukum, menggunakan
llustrasi kasus, memberikan contoh situasi debitur meninggal dunia, dan
menghubungkan setiap konsep dengan persoalan yang mungkin dihadapi keluarga.
Studi kasus juga digunakan agar peserta tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi
berlatih mengidentifikasi pihak yang memiliki kepentingan, dokumen yang
dibutuhkan, dan langkah yang dapat dilakukan.

Kendala lainnya adalah belum tersedianya data kuantitatif yang lengkap
mengenai tingkat literasi hukum peserta sebelum dan sesudah kegiatan dalam bahan
yang menjadi dasar penyusunan artikel ini. Oleh karena itu, artikel tidak membuat
klaim persentase peningkatan secara hipotetis. Pengumpulan data evaluasi yang lebih
sistematis pada kegiatan berikutnya diperlukan agar efektivitas program dapat diukur
secara kuantitatif.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai penguatan literasi hukum
debitur dan ahli waris dalam asuransi jiwa kredit yang dilaksanakan di Desa Cipelang,
Jawa Barat, pada 11 Juni—22 Juli 2026 berhasil mencapai tujuannya. Melalui metode
penyuluhan hukum, sosialisasi, diskusi interaktif, studi kasus, dan pendampingan,
peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konstruksi hubungan hukum
tiga pihak (debitur, bank, dan perusahaan asuransi), hak-hak debitur dan ahli waris, cara
membaca polis beserta klausula pertanggungan dan pengecualian, prosedur pengajuan
klaim, serta mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa. Hasil observasi dan
diskusi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator
yang diamati, dengan rata-rata pemahaman naik dari sekitar 42,5% sebelum edukasi
menjadi 85,8% setelahnya. Kegiatan ini membuktikan bahwa edukasi hukum yang
bersifat kontekstual dan berbasis studi kasus efektif membantu masyarakat memahami
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posisi hukumnya dan bersikap lebih preventif serta sistematis dalam menghadapi
persoalan asuransi jiwa kredit, sejalan dengan semangat penguatan perlindungan
konsumen dalam POJK Nomor 20 Tahun 2023 dan POJK Nomor 8 Tahun 2024.

Mengingat kompleksitas istilah hukum dan asuransi masih menjadi kendala utama
bagi peserta, kegiatan edukasi serupa perlu terus dilanjutkan secara berkala dengan
penyederhanaan bahasa dan penggunaan ilustrasi kasus yang lebih beragam agar materi
lebih mudah dicerna oleh masyarakat awam. Selain itu, program lanjutan sebaiknya
menyiapkan instrumen evaluasi kuantitatif yang sistematis, seperti pre-test dan post-test
yang baku, sejak tahap perencanaan, sehingga efektivitas peningkatan literasi hukum
peserta dapat diukur secara lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah. Kerja sama dengan pihak bank, perusahaan asuransi, dan otoritas terkait (seperti
0OJK) juga perlu diperkuat agar masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap
informasi polis, serta perlu dipertimbangkan penyusunan media edukasi tertulis (modul
atau panduan sederhana) yang dapat disimpan dan dijadikan rujukan oleh debitur dan
keluarga ketika sewaktu-waktu menghadapi risiko kematian selama masa kredit
berlangsung.
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